SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

—

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

: a. bahwa guna menidaklanjuti Pasal 67 ayat (3) Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
dan sekaligus sebagai upaya penyelarasan dengan Peraturan
Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



Menetapkan :

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012
Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 54
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota
Samarinda Tahun 2012 Nomor 54); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 6, angka 16, angka 25, dan angka
27 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 20 dan angka 21
disisipkan S (lima) angka, yakni angka 20A, 20B, 20C, dan
20D, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Samarinda.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

Walikota adalah Walikota Samarinda;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,;

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;

Bidang Keselamatan membawahi Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor dan Seksi Keselamatan Pelayaran
adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
Kota Samarinda yang melaksanakan kewenangan di
Bidang  Pengujian Kendaraan Bermotor, dan
Pemeriksaan Teknis;

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian
kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan, dan kendaraan khusus, dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

8. Pengujian Berkala Kendaraan  Bermotor yang
selanjutnya disebut wuji berkala adalah pengujian



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

20A.

kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala
terhadap setiap kendaraan wajib uji;

Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan
bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan
kelayakan jalan, yaitu jenis mobil bus, mobil
penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus,
kereta gandengan, dan kereta tempelan yang
dioperasikan di jalan;

Kendaraan Bermotor Dapat Uji adalah kendaraan
bermotor jenis diluar wajib uji dantidak termasuk
dalam pengujian berkala kendaraan bermotor;

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor adalah pengujian
emisi gas buang yang wajib dilaksanakan oleh
kendaran bermotor;

Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya
disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan
bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya;

Kendaraan  Bermotor adalah kendaraan  yang
digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada
kendaraan;

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan
yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau
orang dengan dipungut bayaran;

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor
angkutan orang yang terbagi menjadi dua jenis (Mobil
Penumpang Sedan dan Mobil Penumpang bukan Sedan)
memiliki tempat duduk maksimal delapan orang
termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak
lebih dari 3.500 Kg;

Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang
yang memiliki JBB diatas 3500 kg dan terbagi menjadi
beberapa jenis (Bus Kecil, Bus Sedang, Bus Besar, Bus
Maxi, Bus Gandeng, Bus Tempel dan Bus Tingkat)
dengan JBB Maksimum 24.000 kg;

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang
digunakan untuk angkutan barang;

Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan
untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpu
oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh
kendaraan bermotor;

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan
untuk mengangkat barang yang dirancang untuk
ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan penariknya;

Angkutan di Perairan adalah angkutan sungai dan
angkutan penyeberangan;

Kapal Sungai adalah kapal yang dilengkapi dengan alat
penggerak motor atau bukan motor yang digunakan
untuk angkutan sungai dan danau;



20B.

20C.

20D.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pas Kapal adalah surat kapal yang memuat identitas
lengkap kapal setelah dilakukan sertifikasi kapal,

Surat Ukur Kapal adalah surat yang memuat ukuran
dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran;

Tanda Selar adalah plat pada kapal yang memuat
identintas kapal;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk usaha apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,
Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau
Organisasi lainnya, lembaga yang dibentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi
tertentu;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Walikota;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah



dan/atau untuk tujuan lain dalam  rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan retribusi;

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retrtibusi
serta pengawasan penyetorannya;,

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud disusun Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor yaitu untuk mengatur cara
pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;

(2) Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan
untuk mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan
kejelasan tentang cara pemungutan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor kepada Petugas PemungutRetribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;

(3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

. nama, Objek dan Subjek Retribusi;

. prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

masa Retribusi;

. besarnya Tarif Retribusi.

tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;

tata cara pelaksanaan Pemungutan = Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor di atas air; dan

O 00T

=

. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
dipungut retribusi atas pengujian kendaraan bermotor,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Objek Retribusi untuk pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor, sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh



Pemerintah Daerah meliputi Mobil Penumpang Umum,
Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta
Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji
berkala dengan pelayanan berupa:

a. Pendaftaran Kendaraan wajib wuji berkala sesuai
domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat
belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali
(Kendaraan Baru);

b. Pengujian Berkala Kendaraan Motor;

c. Pengujian Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar
daerah (Numpang Uji);

d. Pengujian Perubahan Bentuk Kendaraan;

e. Penggantian Peneng/plat uji yang
rusak/hilang/duplikat;

f. Penggantian cetak buku uji yang rusak/
hilang/duplikat;

g. Penggantian cetak buku uji yang sudah penuh bagi
kendaraan yang akan numpang uji di luar Daerah;
dan

h. Apabila ada pelayanan yang diterbitkan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf g tidak termasuk objek retribusi.

(3) Objek Retribusi untuk pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor di atas air, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Pengukuran Kapal Sungai;

b. Pendaftaran dan Pas Kapal Sungai;

c. Sertifikasi Kesempurnaan Kapal Sungai; dan
d. Pemasangan Tanda Selar.

e. Apabila ada pelayanan yang diterbitkan selain huruf a
sampai huruf d tidak termasuk objek retribusi.

4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IVA dan di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal S5A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BABIV A
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5A

Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
sebagai berikut:



a. Pengujian Kendaraan Bermotor:

No Jenis Kendaraan Tal.ﬂlf
(rupiah)
1 Pengujian kendaraan bermotor angkutan 28.000
" | darat Mobil Penumpang
Mobil Bus dengan JBB sampai dengan 37.500
2.500 kg
Mobil Bus dengan JBB 2.501 kg sampai 52.500
2. | dengan 8.000 kg
Mobil Bus dengan JBB 8.001 kg sampai 62.500
dengan 14.000 kg
Mobil Bus dengan JJB 14.001 kg keatas 75.000
Mobil Barang dengan JBB sampai dengan 37.500
2.500 kg
Mobil Barang dengan JBB 2.501 kg 52.500
3 sampai dengan 8.000 kg
" | Mobil Barang dengan JBB 8.001 kg 62.500
sampai dengan 14.000 kg
Mobil Barang dengan JBB 14.001 kg 75.000
keatas
Kendaraan Khusus dengan JBB sampai 37.500
dengan 2.500 kg
Kendaraan Khusus dengan JBB 2.501 kg 52.500
4 sampai dengan 8.000 kg
" | Kendaraan Khusus dengan JBB 8.001 kg 62.500
sampai dengan 14.000 kg
Kendaraan Khusus dengan JBB 14.001 75.000
kg keatas
5. | Kereta gandeng 75.000
6. | Kereta tempel 75.000

b. Besarnya biaya penggantian peneng/plat uji yang
rusak/hilang/duplikat sebesar Rp.7.000,-;

c. Besarnya biaya penggantian cetak buku wuji yang
rusak/hilang/duplikat sebesar Rp.10.000,-

d. Besarnya biaya untuk pendaftaran kendaraan untuk
wajib uji berkala (kendaraan baru) sama dengan poin a.

e. Besarnya biaya untuk pengujian perubahan bentuk
kendaraan sama dengan poin a.

f. Besarnya biaya untuk penggantian cetak buku uji yang
sudah penuh bagi kendaraan yang akan numpang uji di
luar daerah sama dengan point c.

g. Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air:

No Jenis Pelayanan Taljlf Ket.
(rupiah)
1. | Surat Ukur Kapal Sungai 100.000 | Selama
Seluruh Ukuran Kapal kapal tidak
berubah
dimensi
2. | Pendaftaran dan Pas Kapal 50.000 | Per tahun
Sungai Seluruh Ukuran
Kapal




3. | Sertifikasi Kesempurnaan
Kapal Sungai
0 sampai dengan 7 GT 100.000 | Per tahun
8 sampai dengan 15 GT 125.000 | Per tahun
16 sampai dengan 25 GT 150.000 | Per tahun
26 sampai dengan 35 GT 200.000 | Per tahun
36 GT keatas 250.000 | Per tahun
4. | Tanda Selar seluruh 50.000 | Selama
ukuran kapal terpasang

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Masa Retribusi untuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji
selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal
pembayaran Retribusi.

(2) Masa Retribusi Kendaraan Bermotor di atas air untuk
Surat Ukur Kapal Sungai hanya sekali selama kapal
tidak berubah dimensi, Pendaftaran dan Pas Kapal
Sungai serta Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai Per
Tahun, Tanda Selar hanya satu kali selama terpasang,
terhitung sejak pembayaran Retribusi.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7

(1) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan setelah besaran

Retribusi yang terutang ditetapkan dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan Oleh Petugas Seksi
Pengujian Kendaraan Bermotor dan Seksi Keselamatan
Pelayaran yang penetapannya berdasarkan objek
Retribusi yang diberikan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.

7. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan
secara tunai.

(2) Wajib Retribusi yang telah melunasi pembayaran
retribusinya akan diterbitkan SSRD atau dokumen lain
yang dipersamakan sebagai bukti lunas.

(3) Retribusi yang telah dipungut oleh Petugas Pemungut
disetorkan ke Dinas melalui Bendahara Penerima Dinas,
untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui



Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam
waktu 1 x 24 jam terhitung sejak Retribusi disetorkan
oleh Petugas Pemungut dengan menggunakan media
Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh
Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Bendahara Penerima
Dinas.

(4) Sebagai bukti telah menyetor retribusi, Bendahara
Penerima memperoleh kembali lembar pertama STS
yang telah divalidasi oleh pihak Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Timur.

(5) Apabila batas waktu penyetoran bertepatan dengan hari
libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari
kerja berikutnya.

(6) Guna sinkronisasi perolehan pendapatan asli Daerah
dari sektor Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
maka STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga
diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah, serta Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(7) Seluruh  contoh format yang digunakan dalam
pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi
terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

8. Pasal 10 dihapus
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA’ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008




